SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG DIANGGARKAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

a.

UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN MENDESAK
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 134 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan “Dasar
pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan
dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan”;

bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undangan yang menyatakan “Semua Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan
Bupati/Walikota, atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah
ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai
sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan

Undang-undang ini”;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga
Yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Untuk Mendanai Kebutuhan Mendesak Tahun Anggaran
2016;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN
MENDESAK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kebutuhan mendesak dalam
rangka kesalahan transfer retribusi parkir, pengembalian bantuan keuangan
khusus Provinsi Jawa Timur, pengembalian program Health Food Market dan
pengembalian dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk
Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.

Pasal 2
Jumlah pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan yang diusulkan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul sesuai dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program kegiatan dan penggunaannya wajib
dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Probolinggo dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada

Walikota Probolinggo.



Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Januari 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
RUKMINI
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM
NIP. 19650912 199303 1 008




SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN MENDESAK
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PENGGUNAAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN MENDESAK

TAHUN ANGGARAN 2016

NO URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1. | Penggunaan Belanja Tidak Terduga SKPD Pengusul :
untuk  Pengembalian  Bantuan Dinas Pendidikan
L 387.660.000,00 .
Keuangan Khusus Provinsi Jawa Kota Probolinggo
Timur Tahun Anggaran 2015
2. | Penggunaan Belanja Tidak Terduga SKPD Pengusul :
untuk Kesalahan Transfer Parkir Dinas
837.500,00
Berlangganan Perhubungan Kota
Probolinggo
3. | Penggunaan Belanja Tidak Terduga SKPD Pengusul :
untuk Pengembalian Sisa Anggaran Dinas Kesehatan
306.277.671,00 )
Pelaksanaan Program Health Food Kota Probolinggo
Market (WHO)
4. | Penggunaan Belanja Tidak Terduga SKPD Pengusul :

untuk Pengembalian Sisa Dana
Rehabilitasi
Rekonstruksi Pasca Bencana Dana
Bantuan Hibah dari

Pusat

Kegiatan dan

Pemerintah

1.072.513.000,00

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Kota Probolinggo

JUMLAH

1.767.288.171,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

RUKMINI




